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Abstrak
 

Skripsi ini membahas mengenai permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Efek yang diajukan oleh

Krediturnya, dengan studi kasus Putusan Nomor 4/PDT.SUS�PAILIT/2021/PN.NIAGA JKT.PST. Pasal 2

ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

Utang mengatur bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Efek hanya dapat diajukan oleh

Otoritas Jasa Keuangan. Adapun ketentuan tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pihak

ketiga untuk berinvestasi melalui pasar modal. Kemudian, Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur bahwa panitera

harus menolak permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Efek yang diajukan oleh pihak selain

Otoritas Jasa Keuangan. Namun, pada praktiknya masih terdapat banyak pengajuan permohonan pernyataan

pailit terhadap Perusahaan Efek yang tidak diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini dapat dilihat pada

Putusan Nomor 4/PDT.SUS-PAILIT/2021/PN.NIAGA JKT.PST, yang mengabulkan permohonan

pernyataan pailit Perusahaan Efek (PT Brent Securities) yang diajukan oleh Kreditornya karena izin

usahanya telah dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme

pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap suatu Perusahaan Efek dan kewenangan Otoritas Jasa

Keuangan dalam permohonan pernyataan pailit Perusahaan Efek dalam putusan Nomor 4/PDT.SUS-

PAILIT/2021/PN.NIAGA JKT.PST ditinjau dari Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan

tipologi penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa permohonan pernyataan pailit

terhadap Perusahaan Efek mutlak merupakan kewenangan khusus Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga

negara yang melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Efek, sekalipun izin usahanya telah dicabut oleh

Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian, putusan Majelis Hakim pada Putusan Nomor 4/PDT.SUS-

PAILIT/2021/PN.NIAGA JKT.PST, yang mengabulkan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan

Efek oleh Krediturnya, tidak sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 37

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

......This thesis discusses about bankruptcy against Securities Company filed by its Creditors, with a case

study of Verdict No. 4/PDT.SUS-PAILIT/2021/PN.NIAGA JKT.PST. Article 2 paragraph (4) of Law No.

37 year 2004 regarding Bankruptcy and Suspension of Payment states that the petition for a declaration of

bankruptcy against Securities Company may only be filed by the Financial Services Authority. The

existence of these provisions is intended to protect the interests of third parties to invest through the capital

market. Then, Article 6 paragraph (3) of Law No. 37 year 2004 regarding Bankruptcy and Suspension of
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Payment states that the principal registrar is required to reject a petition for a declaration of bankruptcy

against Securities Company if it’s filed by any other party besides the Financial Services Authority.

However, in practice there are still many petitions for a declaration of bankruptcy against Securities

Company that are not be filed by the Financial Services Authority. This can be seen on Verdict No.

4/PDT.SUS-PAILIT/2021/PN.NIAGA JKT.PST, which granted the petition for a declaration of bankruptcy

against Securities Company (PT Brent Securities) that filed by its creditors due to its business license

revoked by Financial Services Authority. This research aims to identify the mechanism of filing an

application for a bankruptcy against Security Company and the authority of Financial Services Authority for

the bankruptcy petition of Securities Company in Verdict No. 4/PDT.SUS-PAILIT/2021/PN.NIAGA

JKT.PST. based on Law No. 37 year 2004 regarding Bankruptcy and Suspension of Payment. Type of

research applied in this research is normative juridical approach with a descriptive typology. The result

shows that the petition for a declaration of bankruptcy against Securities Company is the exclusive power of

Financial Services Authority as a state institution that supervises Securities Company, even though their

business license has been revoked by Financial Services Authority. Then, the decision of The Judges on

Verdict No. 4/PDT.SUS-PAILIT/2021/PN.NIAGA JKT.PST which granted the application for bankruptcy

declaration against the Securities Company by its Creditors, was not in accordance with the regulations in

Article 2 paragraph (4) of Law No. 37 of 2004 regarding Bankruptcy and Suspension of Payment.


